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ABTRAKSI 

Pratama, Adonis Abel, 2023, NIT. 561911337471 K, “Perubahan PNBP Tata 

Kelola dan Angkutan Laut dari KSOP Khusus Batam ke BP Batam”, Skripsi, 

Program Diploma IV, Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan 

Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Awel 

Suryadi S.ST, M.Si, Pembimbing II: Dr. Andy Wahyu Hermanto, MT 

. 

Badan Pengusaha Batam merupakan instansi yang mengelola pendapatan 

daerah, kemaritiman dan (PNBP) yang ada di Kota Batam. Seiring berjalannya 

waktu terjadi perubahan peraturan tentang pengelolaan tarif (PNBP) tata kelola 

dan angkutan laut yang sebelumnya dikelola penuh oleh (KSOP) khusus Batam 

diubah menjadi sebagian (BP) Batam. Penulisan ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui penyebab perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak 

(PNBP) angkutan laut dari KSOP khusus Batam ke BP Batam, dampak yang 

ditimbulkan dengan adannya perubahan tata kelola PNBP angkutan laut dari 

KSOP khusus Batam ke BP Batam dan aturan yang terkait mengenai perubahan 

tata kelola PNBP angkutan laut dari KSOP khusus Batam ke BP Batam. 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode kualitatif 

dengan pola deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, 

penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi data. Pengujian keabsahaan 

data dengan menggunakan metode triangulasi.  

Faktor penyebab tata kelola pendapatan negara bukan pajak angkutan laut 

dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam ke badan 

pengusaha Batam ialah sering terjadinya perubahan peraturan pemerintahan kota 

Batam tentang tata kelola dan angkutan lau. Dampak dari perubahan tersebut ialah 

meningkatnya layanan produktivitas daya saing, investasi di bidang jasa 

pelabuhan. Pelayanan jasa angkutan laut, dan perekonomian kota Batam dan 

aturan yang baru terkait tentang perubahan tata kelola pendapatan negara bukan 

pajak angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus 

Batam ke badan pengusaha Batam. 

   

Kata Kunci : Pendapatan Negara Bukan Pajak, Tata Kelola, Angkutan Laut.
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ABSTRACT 

Pratama, Adonis Abel, 2023, NIT. 561911337471, “Changes in PNBP 

Governance and Sea Transportation From Batam Special KSOP to BP 

Batam”, Thesis, Diploma IV Program, Department of Maritime Transport and 

Port Management, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Advisor I: Awel 

Suryadi, S.ST, M.Si, Advisor II: Dr. Andy Wahyu Hermanto, MT. 

 

The Batam Entrepreneurs Agency is an agency that manages regional, 

maritime and (PNBP) revenues in Batam City. As time went by there were 

changes in regulations regarding tariff management (PNBP) governance and sea 

transportation which was previously fully managed by (KSOP) specifically for 

Batam was changed to partially (BP) Batam. This writing aims to determine the 

causes of changes in the governance of non-tax state revenue (PNBP) for sea 

transportation from KSOP specifically for Batam to BP Batam, the impact caused 

by changes in governance for PNBP for sea transportation from KSOP 

specifically for Batam to BP Batam and the related regulations regarding 

changes in sea transportation PNBP governance from KSOP specifically for 

Batam to BP Batam. 

The research method used in this thesis is a qualitative method with a 

descriptive pattern. Research data sources are obtained from primary and 

secondary data. Data collection techniques through observation, interviews and 

documentation. The data analysis techniques used are by data reduction, data 

presentation and drawing conclusions or data verification. Testing the validity of 

data using the triangulation method. 

 The causal factor for the management of non-tax state revenue from sea 

transport from the harbormaster's office and the Batam special port authority to 

Batam business bodies is the frequent changes in Batam city government 

regulations regarding sea transport and governance. The impact of these changes 

is increasing service productivity, competitiveness, investment in port services 3. 

Sea transportation services, and the economy of the city of Batam and new 

regulations related to changes in the management of non-tax state revenues from 

sea transportation from the harbormaster's office and the Batam special port 

authority to Batam business bodies 

 

Keywords : Non-Tax State revenue, Governance, Sea Freight. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Regulasi yang diberikan oleh Menteri Keuangan dengan nomor 

165/PMK.02/2020 mengatur terkait golongan dan tarif penerimaan pajak 

negara bukan pajak (PNBP) pada bagian pelayanan angkutan laut yang ada di 

Kementerian Perhubungan pada beberapa wilayah di perairan yang telah 

ditentukan menjadi pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1232) yang sudah diganti dengan 

regulasi Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2021 yang berisi mengenai 

perubahan atas regulasi Menteri keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang 

jenis tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak pelayanan transportasi laut yang 

berlaku pada Kementerian Perhubungan di wilayah tertentu di perairan yang 

ditetapkan sebagai pelabuhan di provinsi Kepulauan Riau (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2021 nomor 1127), namun boleh dikelola sendiri 

dengan satuan kerja yang memiliki hubungan dengan catatan siap dalam 

segala pelaksanaan dan mampu melakukan audit.  

Dikarenakan adanya dua pemerintahan di Kota Batam yaitu Pemerintah 

Kota Batam dan (BP) Batam menyebabkan terjadinya kesenjangan peraturan 

sehingga menyebabkan seringnya terjadi perubahan dalam peraturan, salah 

satunya ialah terkait dengan peraturan kemaritiman. Sehingga akhirnya 

terjadilah perubahan PNBP Tata Kelola dan Angkutan Laut dari yang 

sepenuhnya dikelola oleh (KSOP) khusus Batam menjadi sebagian (BP) 
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Batam. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul “Perubahan 

PNBP Tata Kelola dan Angkutan Laut dari KSOP Khusus Batam ke BP 

Batam”.kilo 

Dalam upaya mengelola pendapatan negara non-pajak (PNBP), pemerintah 

memiliki peran kunci dalam mengubah sebagian aturan pendapatan tersebut. 

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki lembaga yang disebut Syahbandar. 

Syahbandar merupakan instansi pemerintah yang menjabat di pelabuhan, dan 

diangkat serta ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan wewenang paling 

tinggi yang menjalankan dan memberi pengawasan serta pemenuhan regulasi 

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan 

keselamatan dalam bidang pelayaran. Lembaga ini juga dikenal sebagai 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Selain bertanggung 

jawab atas pengawasan, (KSOP) juga melaksanakan tugas-tugas pengelolaan 

administrasi, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat di 

Pelabuhan Kota Batam. (KSOP) Kota Batam merupakan kantor otoritas 

pelabuhan yang menjalankan wewenang dalam bidang memberi layanan 

pelabuhan, menjamin seluruh keadaan agar aman pada pelayaran di perairan 

batam dan sekitarnya. (KSOP) saat ini juga beroperasi sebagai salah satu 

institusi yang menerima (PNBP) yang belum maksimal.  

 Ketika masih berada di bawah (KSOP) Batam, institusi tersebut memiliki 

nama sebagai Kantor Pelabuhan Laut (Kanpel). (Hadji Dini Perkasa, 2021). 

Sebagai kantor yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan 

Batam yaitu Kantor Pelabuhan Batam ialah bagian dari Unit Pelaksana Teknis 
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yang memiliki karakteristik dikarenakan institusi ini tidak dikelola Badan 

Pengusahaan Batam tidak seperti biasanya yang dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut. 

 (PNBP) merupakan hasil negara yang pendapatanya bukan dari pajak 

pajak. (PNBP) merupakan bagian dari komponen dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) bersama dengan penerimaan perpajakan dan 

penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. (PNBP) dikumpulkan 

atau ditagih oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang berdasarkan 

Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), atau penunjukan dari 

Menteri Keuangan. Pejabat instansi pemerintah yang bertanggung jawab 

membuat Rencana (PNBP), kemudian (PNBP) yang terkumpul atau tertagih 

tersebut disetor ke kas negara dan dilaporkan secara tertulis oleh pejabat 

instansi pemerintah kepada Menteri Keuangan melalui Laporan Realisasi 

(PNBP) Pertiga Bulan. Laporan yang telah disusun wajib berikan selambat-

lambatnya satu bulan setelah masa tiga bulan tersebut berakhir. Namun, pada 

satuan kerja yang memiliki status Badan Layanan Umum, tidak seluruh 

(PNBP) harus disetor ke kas negara. 

 Kota Batam merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi 

Kepulauan Riau di Indonesia. Wilayah Kota Batam terbentuk oleh beberapa 

pulau kecil didalamnya, wilayah ini juga memiliki posisi yang strategis, 

terletak dekat dengan Singapura dan Malaysia dengan ini posisi tersebut 

terdapat pada jalur maritim internasional utama. Batam merupakan bagian dari 

hasil kota yang perkembangannya (Dian Senjani, 2019). Guna memenuhi 
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kebutuhan yang terus meningkat, beberapa upaya dipersiapkan dan 

dilaksanakan untuk menciptakan sarana dan prasarana transportasi laut di 

Batam (Bangkit Surya Praja, Purba Daru Kusuma, Casi Setianingsih, 2019). 

Pelabuhan merupakan bagian dari subsistem utama dalam bidang system 

transportasi kelautan yang memiliki fungsi sebagai wadah berlabuhnya kapal, 

serta tempat khusus untuk mentransfer barang dari transportasi darat ke 

transportasi laut (Samudra Biru, 2017). 

Dikarenakan adanya dua pemerintahan di Kota Batam yaitu Pemerintah 

Kota Batam dan (BP) Batam menyebabkan terjadinya kesenjangan peraturan 

sehingga menyebabkan seringnya terjadi perubahan dalam peraturan, salah 

satunya ialah terkait dengan peraturan kemaritiman. Sehingga akhirnya 

terjadilah perubahan (PNBP) Tata Kelola dan Angkutan Laut dari yang 

sepenuhnya dikelola oleh (KSOP) khusus Batam menjadi sebagian ke (BP) 

Batam. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul “Perubahan 

PNBP Tata Kelola dan Angkutan Laut dari KSOP Khusus Batam ke BP 

Batam”. 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan kegiatan mengenali penelitian dengan 

lengkap dan detail akan menelaah apa masalah di dalam suatu penelitian yang 

dilaksanakan. Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan untuk 

memfokuskan mengenai penyebab dan dampak dari perubahan (PNBP) tata 

kelola dan angkutan laut dari (KSOP) khusus Batam ke (BP) Batam serta 

regulasi khusus yang aktual guna pengurusan (PNBP tata kelola dan angkutan 

laut di Kota Batam. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Apa faktor yang menyebabkan perubahan tata kelola pendapatan negara 

bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan 

otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan Pengusaha (BP) 

Batam? 

2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan tata kelola 

pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor 

kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan 

Pengusaha (BP) Batam? 

3. Aturan apa saja yang terkait mengenai perubahan tata kelola pendapatan 

negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari Kantor Kesyahbandaran 

dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan Pengusaha (BP) 

Batam? 

D. Tujuan penelitian 

      Tujuan dalam melakukan penelitian yang ingin dicapai di penelitian kali 

ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perubahan tata kelola pendapatan 

negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan 

otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan Pengusaha (BP) 

Batam. 

2. Untuk mengetahui dampak dari perubahan tata kelola pendapatan negara 

bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari Kantor Kesyahbandaran dan 

otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan Pengusaha (BP) 



6 

 

 
 

Batam. 

3. Untuk mengetahui aturan yang baru terkait dengan perubahan tata kelola 

pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor 

kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan 

Pengusaha (BP) Batam. 

E.  Manfaat Penelitian 

Pada penelitian yang dilaksnanakan memiliki harapan dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi secara maksimal untuk pihak-pihak yang berada dalam 

dunia pelayaran, keilmuan, dan pengetahuan sebagai individu, seperti: 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Memberikan ilmu baru bagi penulis dan pembaca mengenai 

pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tata kelola dan 

Angkutan laut dari KSOP khusus Batam ke BP Batam. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, tentang dampak 

apa saja yang di akibatkan adanya pengelolaan Pendapatan Negara 

Pajak (PNBP) Tata Kelola dan Angkutan laut dari KSOP khusus 

Batam ke BP Batam. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat praktis bagi penulis adalah dapat menyalurkan dan pemikiran 

dalam bahasa yang dapat dipahami. 

b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang 

pengalaman praktik darat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

Dalam menulis penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dimaksudkan 

untuk membantu pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Deskripsi yang 

tertera diambil dari data penelitian dan para ahli sebelumnya yang relevan:  

1. Pengelolaan  

      Berdasarkan buku Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep 

dan Indikator) Pengelolaan merupakan suatu langkah kerja sama antar 

anggota guna mencapai satu tujuan kelompok sesuai dengan pelaksanaan 

fungsi- fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, 

kepemimpinan, dan pengawasan. Dalam prosesnya terdapat tata cara untuk 

mencapai sasara dan yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber- sumber daya lainnya untuk mencapai hasil 

lebih yang efisien dan efektif (Afandi, 2018).  

2. Pengertian Tata Kelola  

Tata kelola merupakan suatu tindakan untuk mengkoordinir suatu 

tindakan untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan segala 

keputusan dengan kebijakan yang ada di dalamnya. Guna menjalankan tata 

kelola diperlukanya suatu relasi kekuasaan untuk mengatur keefektivitasan 

kerja. Kemudian, tata kelola merupakan bagian dari proses manajemen 

atau suatu kepemimpinan yang mutlak. Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) mengeluarkan lima aspek untuk melakukan tata kelola, yaitu: 
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a. Transparasi (transparency) 

Transparansi merupakan asas yang mempersiapkan sarana 

penyampaian informasi yang efektif dan responsif tentang perusahaan 

sehingga semua pihak mengerti aktifitas dan operasional perusahaan.  

b. Akuntabilitas (accountability)  

Akuntabilitas merupakan prinsip optimalisasi kinerja dan fungsi 

masing-masing perusahaan agar semua kegiatan dan aktivitas 

perusahaan dapat dilakukan secara benar dan tepat. Prinsip 

akuntabilitas ialah prasyarat untuk mencapai kinerja yang 

berkelanjutan. 

c. Pertanggungjawaban (responsibility)  

Tanggung jawab terdiri dari kewajiban dalam masyarakat dan area 

yang terlibat, menuruti regulasi yang ada dan menjauhi transaksi yang 

melebihi batas waktu yang sudah disetujui dan bisa membebani pihak 

ketiga atau pihak lain.  

d. Kemandirian (independency)  

Kemandirian merupakan prinsip independensi yang kokoh dalam 

memegang posisi dan fungsi independen tanpa dorongan dari pihak 

yang melanggar regulasi yang ada atau kebijakan dan nilai-nilai 

perusahaan. 

e. Kewajaran (fairness)  

Kewajaran suatu prinsip kesetaraan dengan mempertahankan hak 

setiap perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan 
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perinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap pemangku 

kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan suatu 

perusahaan. 

Dengan adanya tujuan dari suatu instansi memiliki manfaaat dalam 

memkasimalkan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien, dan 

berkesinambungan.  

3. Angkutan Laut 

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 1999 Angkutan laut 

merupakan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut 

penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan dari satu 

Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya, yang diselenggarakan oleh perusahaan 

angkutan laut. Dalam pembangian angkutan laut terbagi dalam beberapa 

jenis, yaitu: 

a. Angkutan laut dalam negeri 

Angkutan laut dlaam negeri dilakukan dalam wilayah perairan laut 

Indonesia. 

b. Angkutan laut luar negeri  

 Angkutan laut luar negeri dilakukan dari Pelabuhan Indonesia ke 

Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya dari Pelabuhan luar negeri ke 

Pelabuhan dalam negeri. 

c. Angkutan laut khusus 

Angkutan laut khusus merupakan kegiatan angkutan yang 

dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang 
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urusan pokok yang kegiatan tersebut tidak disediakan oleh pihak lain. 

4. PERKA (Peraturan Kepala) nomor 27 tahun 2021 Badan Usaha Pelabuhan 

BP Batam.  

Badan Pengusahaan Batam merupakan Badan Pengusahaan wilayah 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kepala Merupakan 

pimpinan yang mempunyai hak dan wewenang yang ada di Badan Usaha 

Pelabuhan BP Batam. 

       Badan Pengusahaan (BP) Batam Mengeluarkan Peraturan Kepala 

(PERKA) BP Batam No. 27/2021 yang berisi mengenai Pengelolaan Tarif 

Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian keuangan pada Badan Usaha 

Pelabuhan Badan Pengusahaan wilayah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Batam. Perka ini di terbitkan karena BP Batam akan menaikkan 

pelayanan dan kapasitas untuk menaikkan daya saing dan investasi di 

bidang jasa kepelabuhan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam.  

Dalam upaya pencapaian BP Batam sesuai dengan Pasal 170 yang 

menjelaskan tentang Pengawasan kepada aktivitas Kerja Sama 

Operasional (KSO) dan aktifitas pengambilan Pendapatan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) Pelabuhan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Selain 

itu digunakan juga peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 

tentang jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak Jasa 

Transportasi Laut yang ada pada Kementerian Perhubungan di beberapa 

wilayah di perairan yang ditetapkan menjadi Pelabuhan di Provinsi 
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Kepulauan Riau sebagaimana sudah diganti dengan regulasi Menteri 

Keuangan Nomor 139/PMK.02/2021. 

5. Pengertian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat 

yang diterima tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP memiliki 

peranan dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan pemerintah untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan di tahun-tahun 

yang akan datang. Dalam menentukan PNBP disusun menggunakan tiga 

metode, antara lain tarif yang dihitung lebih rendah dari biaya yang 

dikeluarkan untuk biaya layanan, tarif yang ditetapkan untuk membiayai 

layanan, dan tarif yang dihitung lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan 

untuk membiayai layanan. Kemudian, dalam menentukan usulannya tarif 

sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Pimpinan Instansi PNBP melakukan lima 

tahap, yaitu: 

a. Upaya penyerdehanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP; 

b. Analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis 

PNBP; 

c. Analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP dasar 

kewenangan Instansi Pengelola PNBP; 

d. Analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP;  

e. Analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP. 

      Selanjutnya, jenis-jenis objek Penerimaan Negara Bukan Pajak 
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(PNBP) menurut Pimpinan Instansi PNBP dapat dikelompokkan menjadi 6 

kelompok, yaitu:  

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam  

Pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam 

yaitu berasal dari sumber kekayaan alam seperti (bumi, air, udara, dan 

kekayaan alam yang berada di dalam kepemilikan atas nama negara). 

Pemanfaatan sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam dan 

sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam yang 

terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya 

telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi Kembali, baik secara 

alami maupun dengan bantuan atau rekayasa manusia. Contohnya 

adalah pemanfaatan panas bumi. Sumber daya alam yang tidak 

terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika dipakai terus 

menerus akan habis dan tidak dapat diproduksi kembali oleh manusia. 

Contohnya adalah pemanfaatan minyak dan gas bumi.  

b. Pelayanan 

Pelayanan sendiri memiliki arti semua hal yang mencangkup 

barang, jasa, atau jasa administratif guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh 

perundang-undangan sebagai kewajiban pemerintah. Pelayanan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah terbagi menjadi dua yaitu pelayanan 

dasar dan pelayanan non dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan 

pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara 
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antara lain pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 

Dengan mempertimbangankan bahwa pelayanan dasar sangat penting 

dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, pemerintah dalam penetapan tarif pelayanan dasar 

perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. 

Pelayanan nondasar adalah pelayanan pemerintah dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antaralain pelayanan di 

bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata. 

c. Pengelolaan Dana  

Pengelolaan dana ialah pengolahan dana pemerintah dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah guna bebrapa 

maksud. PNBP dengan pengolahan dana berisi tentang: 

1) Kompensasi guna pengelolaan uang negara saat memperkenalkan 

kumpulan perbendaharaan dan rekening perbendaharaan tunggal. 

2) Imbalan atas pelaksanaan penanaman modal negara; 

3) Biaya jasa berupa bunga atau imbalan atas penyimpanan dana 

pemerintah di bank. 

4) Kompensasi untuk pengelolaan dana pemerintah atau dukungan 

sah lainnya sebagaimana diharuskan oleh hukum. 

d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 

Pengelolaan BMN merupakan bentuk penggunaan, pemanfaatan, 

serta pemindahtanganan barang yang diperoleh atas beban APBN atau 

perolehan lain yang sah. Pengelolaan Dana Penggunaan milik negara 
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meliputi kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam 

mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan, termasuk 

kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang 

digunakan. Pemanfaatan barang milik negara meliputi kegiataan 

pendayagunaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk 

penyelanggaraan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dan/atau 

optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status 

kepemilikan, termasuk kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang 

milik negara yang dimanfaatkan. Pemindahantanganan barang milik 

negara meliputi kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik negara 

yang antara lain penjualan dan tukar-menukar. Barang milik negara 

yang sah dapat diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenis, 

barang yang diperoleh dari perjanjian/ kontrak contohnya migas, 

barang milik negara yang tertera dalam peraturan perundang-

undangan, serta barang yang beraal dari putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap.  

e. Hak Negara Lainnya 

    Pendapatan negara yang lain merupakan hak negara yang 

didapatkan selain pendapatan dari sumber daya alam, pelayanan, 

pengolahan kekayaan negara dibagi, dan pengolahan dana, sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan, 

yaitu : 
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1) Denda administratif atas pelanggaran peraturan di bidang 

penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, denda 

administratif atas kegagalan penyampaian prospektus penawaran 

waralaba dan perjanjian waralaba, sanksi administratif atas 

terlambatnya pemberitahuan laporan. 

2) Biaya yang dihasilkan dari keputusan atau temuan pengadilan atau 

badan mana pun yang memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum 

yang berlaku. Misalnya, penyitaan, penalti tiket, keputusan Komisi 

Pengawasan Persaingan dan keputusan sidang arbitase 

internasional. 

3) Pungutan yang lain sesuai dengan ketetapan regulasi undang-

undang. Misalnya, tagihan perbendaharaan, klaim atas kerusakan, 

penggantian pengeluaran belanja tahun lalu, kontribusi tunda 

pandu, konsesi layanan pelabuhan, serta royalti kekayaan 

intelektual. 

6. Pengertian Pelabuhan 

Pelabuhan adalah suatu wilayah yang meliputi daratan dan sebagian 

laut dan digunakan untuk kegiatan pemerintahan atau niaga seperti 

menambatkan kapal, bongkar muat barang, menaikkan dan menurunkan 

penumpang dari kapal, dan aktifitas yang lain. Sarana keselamatan 

mamritim dipasang di tiap pelabuhan guna menunjang operasional 

masing-masing pelabuhan dan sebagai titik estafet transportasi laut. Setiap 

pelabuhan memiliki jenis layanan yang dapat dibagi menjadi dua 
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kelompok yakni layanan kapal dan layanan barang. 

Sesuai pemanfaatanya Pelabuhan sebagai kegiatan komersil Pelabuhan 

memiliki pendapatan yang diserahkan kepada negara hanya sejumlah 5% 

dari seluruh pendapatan jasa kepelabuhanan. Hal tersebut termasuk dalam 

golongan di luar dugaan karena diketahui ramainya kegiatan komersil 

yang dilaksanakan di pelabuhan yang tidak sebanding dengan harga yang 

tidak sesuai. 

B. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan sebuah pemikiran yang menerangkan 

tentang sebuah penelitian yang menjadikan suatu objek masalah metode 

penelitian. Dalam mencapai kerangka berpikir yang baik harus memiliki 

alasan yang logis. Secara sederhana kerangka berpikir adalah kumpulan 

hubungan antar variable yang ditarik dari berbagai gagasan yang telah 

ditentukan. Guna menciptakan hipotesis penelitian, kaitan antar faktor 

penelitian ini di dapatkan dari beberapa ahli, yakni:  

1. Kerangka ide penelitian mendistorsi realitas guna memberitahukan realitas 

dan menciptakan hipotesis yang memaparkan hubungan antar variabel 

yang dipantau. (Nursalam, 2017). 

2. Kerangka pemikiran ialah suatu bentuk strategi konseptual yang 

menghubungkan suatu teori dengan tersedianya suatu faktor masalah yang 

dianggap penting guna dipecahkan dan diimplementasikan dengan tujuan 

agar lebih relevan dengan maksud penelitian. (Sugiyono 2017) 
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Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian 

Perubahan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tata 

Kelola dan Angkutan Laut dari KSOP Khusus Batam ke BP 

Batam  

Kondisi Aktual : 

1. Pengelolaan PNBP dari KSOP 

khusus Batam ke BP Batam 

2. Aturan yang diubah tentang 

pengelolaan PNBP 

Dirumuskan dalam 

Peraturan Kepala (PERKA) 

No. 27 tahun 2021 

Peraturan Kepala (PERKA) No. 27 tahun 2021 

Tentang perubahan pengelolaan PNBP dari KSOP 

khusus Batam ke BP Batam berjalan dengan baik. 

 Penyebab  

 Sering terjadinya perubahan 

peraturan pemerintah kota 

Batam tentang angkutan laut 

akibat dari dua pemerintahan di 

Batam. 

 

Dampak  

1. Meningkatnya pelayanan 

pelabuhan. 

2. Meningkatkan produktivitas 

daya saing  

3. Meningkatkan investasi 

kepelabuhan  

4. Memaksimalkan pelayanan 

jasa Angkutan Laut  

5. Meningkatkan 

perekonomian Kota Batam  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

1. Faktor penyebab perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak 

(PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan 

(KSOP) khusus Batam ke badan pengusaha (BP) Batam ialah sering 

terjadinya perubahan peraturan pemerintah kota Batam tentang tata kelola 

dan angkutan laut termasuk kebijakan tarif dan pelayanan kepelabuhan hal 

ini dikarenakan kota Batam memiliki dua kepemerintahan, yaitu 

pemerintahan kota Batam dan BP Batam. 

2. Dampak dari perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak 

(PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan 

(KSOP) khusus Batam ke badan pengusaha (BP) Batam yaitu 

meningkatnya layanan, produktivitas daya saing, investasi di bidang jasa 

pelabuhan, pelayanan jasa angkutan laut, dan perekonomian kota Batam.  

3. Aturan yang baru terkait dengan perubahan tata kelola pendapatan negara 

bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan 

otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke badan pengusaha (BP) Batam 

yaitu aturan Nomor 27 Tahun 2021 yang mengatur tentang pembagian dari 

tarif PNBP dan PERKA Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur tentang 

perubahan PERKA Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam.   
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B.   Keterbatasan Penelitian  

1. Beberapa dokumen tidak dapat dilampirkan dikarenakan beberapa 

dokumen bersifat rahasia dan tidak dapat ditampilkan untuk umum 

berdasarkan kebijakan dari Badan Usaha Pelabuhan Batam. 

2. Keterbatasan waktu Narasumber saat sesi wawancara dikarenakan 

kesibukan narasumber.  

C.  Saran  

Berdasarkan temuan penulis tentang perubahan tata kelola pendapatan 

negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari KSOP khusus Batam ke BP 

Batam, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk dipertimbangkan oleh 

Kantor Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, antara lain: 

1.  Sebaiknya Pemerintahan Kota Batam dan BP Batam harus lebih tegas lagi 

dalam menetapkan peraturan-peraturan yang ada sehingga tidak terjadi 

peraturan yang berubah setiap tahunnya.  

2. Sebaiknya diadakan sosialisasi terhadap pihak terkait tentang PNBP tata 

kelola dan angkutan laut di Batam guna mengurangi kesalahpahaman.  

3. Untuk mengurangi permasalahan tentang Angkutan Laut yang ada di Kota 

Batam terkhusus dalam permasalahan PNBP ada baiknya DJPL menunjuk 

dari salah satu instansi yang terkait agar lebih maksimal dalam 

pengurusannya
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LAMPIRAN 1 

Kantor BP Batam 
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LAMPIRAN 2 

Surat Perjanjian Kerjasama  
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LAMPIRAN 3  

Tarif persenan yang di peroleh  
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LAMPIRAN 4 

Aplikasi Simponi 
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LAMPIRAN 5 

Perka BP Batam 
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LAMPIRAN 6 

Hasil Wawancara  

Nama Narasumber         : Bpk. Margiyanto S.kom 

Jabatan                           : Staff Kepala Pos Kantor BP Batam 

Tempat / Waktu             : Kantor Pelabuhan BP Batam / 25 Juni 2022 

Hasil wawancara sebagai berikut: 

Penulis      :Selamat pagi bapak izin pak boleh saya wawancarai 

bapak tentang PNBP angkutan laut yang ada di Kota 

Batam bapak. 

Staff :Ya, silahkan dek. 

Penulis :Izin bapak gimana pendapat bapak tentang PNBP    

Angkutan laut yang ada di Batam menurut bapak? 

Staff :Oke menurut saya ini permasalahan yang termasuk baru 

ya, jadi di Batam terdapat 2 pemerintahan yaitu 

Pemerintahan Kota Batam dan BP Batam disini pasti kita 

ketahui pasti kebijakan setiap instansi berbeda bahkan di 

permasalahan ini di tambah instansi KSOP Khusus Batam 

yang kita ketahui sendiri diluar Kota Batam yang ngurus 

semua angkutan laut yaitu KSOP, hanya di Batam BP 

Batam atau instansi lait ikut serta dalam pengurusan dan 

pengelolaan angkutan laut karena BP Batam itu instansi 

yang mengelola semua yang ada di Batam untuk lebih 

maju, salah satu contoh PNBP awal nya BP Batam tidak 
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ikut serta dengan adanya kebijakan baru BP Batam ikut 

serta dalam pengeloaan tarif PNBP tersebut. 

Penulis :Terus bapak gimana ato berapa tarif yang di dapat oleh 

pihak instansi BP Batam ? 

Staff :Yang saya ketahui tentang tarif yang di terima yaitu 

Syahbandar Batam memperoleh 5% dan BP Batam 

memperoleh tarif 20% dan 80% untuk KSO 

Penulis :Izin bapak untuk KSO itu apa pak ?  

Staff :Jadi in ikan PNBP angkutan laut kan jadi 2 instansi yang 

diikut sertakan terus KSO itu singkatan dari Kerja Sama 

Operasional jadi tarif yang terkait dengan kerja sama 

yang ada di batam tentunya KSO juga harus ikut, itu 

kurang lebihnya begitu yang saya tau dek 

Penulis :Siap bapak terimakasih ya bapak  
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 b. Ibu    : Margaretha Augustina 

 

 8. Riwayat Pendidikan  

 

 a. SD Putra Batam (2007-2013) 

 

 b. SMP Negeri 26 Batam (2013 – 2016) 

 

 c. SMA Negeri 5 Batam (2016 – 2019) 

 

 d. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (2019 – 2023) 

 

 9. Pengalaman Praktik Darat 

 

a. PT. Bahtera Bahari Shipyard  : 14 Agustus 2021-30 Desember 2021 

b. BP Batam   :  1 Januari 2022-15 Juli 2022 
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